
WALI KOTA BALIKPAPAN 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALI KOTA BALIKPAPAN,

: a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 
dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan 
dampak Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVZD-19), 
perlu dilaksanakan penyesuaian penggunaan alokasi 
anggaran untuk belanja dan pembiayaan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang 
diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan, baik 
bidang kesehatan hingga dampak ekonomi yang 
ditimbulkannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vims Disease
2019 (COVZD-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan khususnya untuk 
penganggaran dan pembiayaan Pemerintah Daerah diberikan 
kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan 
alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), 
perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah 
dapat melaksanakan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan daam rancangan 
perubahan APBD;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 
Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Vims Disease 2019 
(COVZD-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 
Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah peru melakukan 
penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi



Mengingat

belanja daerah dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan 
DPRD, dan kemudian menyampaikan laporan hasil 
penyesuaian APBD tersebut kepada Menteri Keuangan c.q 
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;

e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana 
Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai 
dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020;

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVZD-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485);

5. P e r a tu r a n  P e m e r in ta h  N o m o r  12 T a h u n  2019 t e n t a n g  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 
2019 Nomor 7);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 
Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 
Balikpapan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 
Balikpapan Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 389.468.885.000,00
2. Dana Perimbangan Rp 1.165.648.100.000,00
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3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp 313.852.879.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.868.969.864.000,00

Belanja Daerah:
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 784.800.075.550,00
b) Belanja Subsidi Rp 0,00
c) Belanja Hibah Rp 118.763.900.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial Rp 3.245.625.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp 1.300.000.000,00

provinsi/kabupaten/kota, pemerintah dan 
partai politik

f) Belanja Tidak Terduga Rp 154.841.580.244,62

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 1.062.951.180.794,62

2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai Rp 268.786.332.848,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 549.062.765.021,00
c) Belanja Modal Rp 302.001.303.424,38

Jumlah Belanja Langsung Rp 1.119.850.401.293,38

Total Belanja Rp 2.182.801.582.088,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (313.831.718.088,00)

Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Rp 323.831.718.088,00
2. Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 313.831.718.088,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan 
pada tanggal 29 Mei 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

KEPALA 0AGIAN HUKUM, ̂BAGIAN

h
M. SYftTULLAH
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